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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam 

1) Pengertian 

Pernikahan merupakan perintah Rosulullah Muhammad SAW 

yang termasuk dalam Sunnahnya. Arti pernikahan dalam bahasa Arab 

disebut "نكاح" yang berarti bersatu atau bercampur. Dan menurut para 

ahli fiqih. Pernikahan merupakan sebuah akad yang telah ditetapkan 

oleh syara‟ yang suami berhak bermain dengan istrinya dan 

memanfaatkannya kehormatan seluruh tubuhnya yang hal tersebut 

bukan lagi berdosa namun kebalikannya akan mendapat pahala yang 

berlipat ganda. Pernikahan bisa juga diartikan sebuah akad 

menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahramnya, dengan sebuah proses yang disebut ijab dan qabul.  

Islam mendefinisikan tentang pernikahan adalah dua anak 

Adam yang berlawanan jenis diikat oleh ikatan ritual agama, 

membenarkan hubungan biologis antara keduanya, menghubungkan 

dua keluarga, dan hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajiban masing-

masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 (KHI) menyatakan 
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bahwa menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat 

kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.  

2) Dasar Hukum Pernikahan  

Pernikahan merupakan sunnatullah yang hukum intinya 

dibolehkan, dan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah 

SWT karena dapat menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, 

sehingga dijauhkan dari perbuatan dosa seperti zina dan perbuatan 

haram lainnya, Namun hukum pernikahan dalam Islam dapat berubah 

dengan melihat keadaan orang tersebut yaitu menjadi: 

a. Wajib 

Nikah dikatakan wajib apabila seseorang sangat membutuhkan 

bersetubuh untuk memuaskan kebutuhan biologisnya, selain itu 

merasa sudah mapan dan pantas untuk mempersiapkan pernikahan, 

maka harus disegerakan pernikahannya. Karena jika ditunda takut 

akan terjadi perzinaan dan dapat terjerumus kedalam hal-hal yang 

dilarang.  

b. Sunnah  

Nikah dikatakan sunnah untuk orang yang ingin bersetubuh 

tetapi dia belum mampu untuk melakukan pemikahan. Maka lebih 

utama baginya untuk tidak melakanakan nikah dulu, dan dia dapat 

mengurangi gejolak seksualnya dengan cara melakukan puasa, 
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sesungguhnya dengan berpuasa dapat menahan nafasu kita atau 

dengan mencari pekerjaan untuk mempersiapkan pemikahan. 

c. Mubah  

Nikah dikatakan mubah bagi seseorang yang mampu untuk 

melakukan pernikahan, namun jika tidak segera menikah juga tidak 

di khawatirkan akan berbuat zina maka dihukumi mubah.  

d. Makruh  

Nikah dikatakan makruh jika seseorang yang tidak ada 

keinginan bersetubuh dan segala sesuatu untuk melakukan 

pemikahan belum tersedia, maka jika dia melakukan pernikahan 

dalam usia demikian, dikhawatirkan akan membawa sengsara bagi 

kehidupan keluarganya.  

e. Haram  

Nikah dapat dihukumi haram jika orang tersebut tidak 

memenuhi unsur syara‟ untuk menikah atau tidak yaqin untuk 

melakukan pemikahan. Ditakutkan akan terjadi keributan secara 

terus menerus dan berdampak perceraian dalam rumah tangganya. 

3) Tujuan Pernikahan  

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi 

hasrat biologis atau untuk melepaskan dorongan seksual saja, akan 

tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial, psikologis, dan teologis yang 
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penting. Selain itu ada beberapa tujuan yang mulia dalam sebuah 

pernikahan, dianataranya sebagai berikut: 

a. Untuk pemenuhan naluri manusia 

Dalam Islam orang yang sudah mampu sangat dianjurkan 

untuk segera menikah, karena menikah adalah fitrah manusia dan 

naluri manusia, Karena yang ditakutkan jika naluri tersebut tidak 

dapat terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, 

maka seseorang memilih untuk ke jalan yang dilarang oleh Allah 

seperti berzina, kumpul kebo dan sebagainya.  

b. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia.  

Rasullullah SAW bersabda:  

يََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ 

 يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ بِِلصَّوْمِ فإَِنَّوُ لَوُ وِجَاء  

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu 

menikah, menikahlah, karena nikah itu lebih arif dan menguatkan 

pandangan serta akhlaknya, dan barang siapa yang tidak mampu 

maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menguatkannya.” 

(H.R Muttafaq Alaih).
10

 

Hadits diatas menarik sebuah kesimpulan bahwa nikah 

merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, khususnya 

                                                 
10

 Artikel diterbitkan di halaman SINDOnews.com oleh Widaningsih dengan judul "Inilah Hadis-

hadis Tentang Pernikahan yang Perlu Diketahui". 

  https://kalam.sindonews.com/read/74866/72/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-

diketahui-1592546812. Diakses pada tanggal 1 April 2023. 

https://kalam.sindonews.com/read/74866/72/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui-1592546812
https://kalam.sindonews.com/read/74866/72/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui-1592546812
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nikah dapat melindungi seseorang dari perilaku keji dan kotor yang 

dapat menurunkan atau merendahkan derajat martabatnya. 

Pernikahan adalah benteng yang kuat bagi martabat seseorang, 

karena berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang 

merupakan cara paling efisien untuk menghindari kerugian pribadi, 

kepribadian pria dan wanita muda, dan ketidakstabilan masyarakat.  

c. Menegakkan rumah tangga Islami  

Tujuan paling mendasar dari pernikahan adalah untuk 

memastikan bahwa hukum Islam selalu dihargai dalam kehidupan 

rumah tangga, menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

dan warohmah. Hal ini juga membuktikan realitas talak atau 

perceraian dalam Islam jika suami istri tidak lagi menegakkan 

aturan Islam di rumah mereka, tetapi juga menegaskan adanya 

rujuk atau kawin ulang dalam Islam jika keduanya mampu kembali 

menjalankan syariat Islam, sebuah rumah adalah tempat di mana 

orang dapat berdoa dan mencapai hal-hal baik. 

d. Memperoleh keturunan  

Memperoleh keturunan yang saleh dan salehah adalah 

tujuan dari sebuah pernikahan serta keinginan dalam sebuah 

pasangan suami istri. Sehingga dapat terbentuk generasi penerus 

yang dapat menegakkan hukum Islam, oleh karena itu diperlukan 

pasangan yang ideal. Dalam rangka membangun rumah tangga 
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yang Islami, ada beberapa kriteria ideal dalam ajaran Islam untuk 

mencari pasangan, antara lain kesamaan dan kesepakatan derajat 

suami istri dalam suatu perkawinan. Menurut ajaran Islam dapat 

ditentukan oleh tingkat keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

seseorang. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekaranag adalah 

orang tua bertolak ukur bahwa yang cocok dengan anaknya hanya 

mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, status sosial, dan 

keturunan yang sebanding dengan keluarganya.  

4) Rukun Nikah  

Permikahan adalah ibadah dan ada aturan yang harus diikuti. 

Sebelum melakukan akad nikah, terlebih dahulu kita harus memahami 

rukun dan syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum 

dapat ditentukan dengan suatu rukun dan syarat perkawinan. Ada dasar 

dan keadaan dalam pernikahan yang tidak boleh diabaikan. Sebuah 

pernikahan dianggap sah dalam Islam jika memenuhi tiga syarat yaitu 

adanya rukun dan syarat nikah serta tidaknmelanggar larangan dalam 

menikah seperti yang telah ditentukanioleh syariat. 

Rukun nikah adalahisesuatu yang harus ada dan harus 

terpenuhi dalam pernikahan. Dalam Pasal 14 (KHI) rukun nikah ada 5 

yaitu: 

a. ljab Qabul  
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Ijab dan Qabul dalam pernikahan yaitu kesepakatan antara 

kedua belah pihak untuk tujuan melangsungkan pernikahan. 

Penyerahan pihak pertama dinamakan Ijab, sedangkan penerimaan 

pihak kedua dinamakan Qabul.  

b. Calon Pengantin  

Calon pengantin harus terdiri dari seorang pria dan seorang 

wanita. 

c. Wali  

Wali nikah yaitu seorang yang berhak untuk menikahkan 

anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang telah menjadi 

pilihanya. Wali ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. 

d. Dua orang saksi  

Syarat menjadi saksi dalam pemikahan harus beragama 

Islam, berkelamin laki-laki, merdeka, dan tidak cacat.  

5) Syarat Nikah  

Syarat nikah adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan 

hukum. Syarat nikah juga diartikan sebagai sesuatu yang harus 

terpenuhi sebelum pelaksanaan nikah. Seperti:  

a. Sama-sama beragama Islam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

No. Th. 1974 yang berbunyi “Perkawinan menjadi sah jika 

dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing”  
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b. Mampu secara fisik maupun mental tentu harus mempersiapkan 

diri selengkap mungkin agar bisa mencapai rumah yang 

menyenangkan dan tenang. Baik dari segi persiapan fisik maupun 

mental, karena melalui hal inilah sebuah keluarga dapat 

mewariskan generasi baru sebagai pewaris agama yang bertaqwa, 

saleh, dan berakhlak mulia. Namun, kedewasaan tidak hanya 

diukur dari usia, tetapi juga kesiapan fisik dan mental serta jiwa 

dan akal. 

c. Dalam sebuah pernikahan ada calon pengantin laki-laki dan 

perempuan. Pernikahan tidak sah apabila calon pengantin berjenis 

kelamin sama. 

d. Cukup umur, dalam UU Perkawinan No 16 Th 2019 bahwa usia 

minimal pernikahan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki atau 

perempuan. 

e. Tidak ada halangan, yang dimaksud ialah calon pengantin tidak 

dalam masa haji atau umrah.  

6) Macam-macam Pernikahan  

Manusia hidup di dunia dimana terdapat hukum harus dipatuhi. 

Seorang muslim berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits yang telah 

diturunkan oleh Allah agar dapat hidup bahagia dan berkecukupan. 

Bahkan dalam hal pernikahan, Allah telah merencanakan segalanya. 
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Dalam hukum Islam Allah telah menjelaskan macam-macam 

pernikahan yang dilarang, yaitu seperti:  

a. Nikah Mut‟ah  

Nikah mut'ah, juga dikenal sebagai nikah kontrak, 

didefinisikan dalam hukum Islam sebagai menikmati kesenangan 

selama jangka waktu tertentu. Menurut hukum Islam, semua 

pernikahan dengan batas waktu adalah batal demi hukum. 

Lamanya perkawinan tercantum dalam akad nikah, dan setelah 

jangka waktu tersebut habis maka perkawinan tersebut otomatis 

batal tanpa harus melalui prosedur penceraian. 

Seperti sabda Rasulullah SAW:  

ََ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّ قَدْ كُنْتُ أذَِنْتُ لَكُمْ فِ اْلِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اَلله قَدْ حَرَّمَ ذَلِ  كَ إِ

 يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

"Hai manusia, aku pernah mengizinkanmu untuk bersenang-

senang dengan wanita (nikah mut'ah tiga hari).“ Dan Allah 

selama-lamanya melarang (nikah mut'ah) ini sampai hari kiamat.” 

(H.R. Muslim).
11

 

b. Nikah tahlil  

Kata tahlil berarti "yang menghalalkan" dalam bahasa 

Arab. Jika seorang wanita telah diceraikan tiga kali oleh suaminya, 

                                                 
11

 Disalin dari buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Penulis Yazid bin Abdul 

Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor dengan judul “Pernikahan Yang Dilarang 

Dalam Syariat Islam”. https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-

Islam.html, diakses pada tanggal 4 April 2023 
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dia tidak dapat kembali kepadanya kecuali dia menikah dengan 

pria lain dan melakukan hubungan badan (ba„da dhukul). Setelah 

dia menceraikan mantan suaminya yang kedua dan menyelesaikan 

masa iddahnya, wanita itu boleh menikah dengan suami 

pertamanya. Suami pertama dilarang menikahi mantan istrinya, 

tetapi karena dia telah bercerai tiga kali dan menikah dengan orang 

lain, itu menjadi sah untuk dilakukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i 

nikah tahlil hukumnya sah asalkan pada waktu akad pernikahannya 

tersebut tidak diucapkan niat untuk muhallil. Akan tetapi telah 

melakukan sebuah dosa yakni adanya niat tidak benar, tetapi 

madzab lain juga mengatakan nikah tahlil tidak sah karena sudah 

adanya niat untuk bercerai dan adanya niat mempermainkan 

pernikahan.  

c. Nikah Sighar 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda:  

غَارُ أَنْ يَ قُوْلَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ: زَوِّجْنِِ ابْ نَ تَكَ وَأزَُوِّجُكَ ابْ نَتِِ أَوْ زَوِّجْنِِ أُخْتَكَ وَأزَُوِّ  جُكَ أخُْتِِ وَالشِّ  

“Nikahkan saya dengan putrimu, dan saya akan menikahkan putri 

saya denganmu,” kata seseorang dalam pernikahan syighar. 

"Menikahi saya dengan saudara perempuanmu, dan saya akan 

menikahkan saudara perempuan saya denganmu." (H.R. 

Muslim)
12

 

                                                 
12

 Ibid. 
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Nikah shighar juga disebut dengan nikah orang jahiliyah. 

Shigar diartikan sebagai tukar menukar, Dalam sebuah pernikahan 

Shigar adalah perbuatan mengawinkan anaknya dalam suatu 

perkawinan, dan dirasakan oleh orang yang mengawinkannya. 

Meskipun mahar biasanya untuk wanita yang dinikahkan, bukan 

untuk wali yang menikahinya, kedua anak perempuan yang 

dinikahkan oleh walinya tidak menerima mahar dari 

pernikahannya. Karena tidak ada mahar yang sah dalam 

pernikahan, dan ada ketentuan bagi pasangan untuk menikah dan 

menawarkan dalam pernikahan, mengakibatkan pernikahan ini 

dilarang dalam Islam.  

d. Nikah Poliandri  

Dalam syari'at Islam tidak ada larangan bagi laki-laki untuk 

melakukan poligami. Tetapi syari‟at Islam melarang dengan 

adanya poliandri. Pernikahan ini secara tegas dilarang dalam Islam. 

Seorang wanita atau istri yang menikah lebih dari satu pasangan 

atau suami dikenal sebagai poliandri. Poliandri termasuk jenis 

pernikahan yang dilarang dalam Islam. Nikah poliandri dapat 

dikatakan seperti halnya nikah syighar. Ada beberapa dampak 

negative dari pernikahan poliandri, terutama bagi seorang istri, 

yang pada suatu saat dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak-

anaknya. Larangan pemikahan ini, berpedoman pada firman Allah 

SWT yang berbunyi:  
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 مْ كُ لِ ذَ  اءَ رَ ا وَ مَّ  مْ كُ لَ  لَّ حِ أُ . وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  اللهِ  بَ تَ . كِ  مْ كُ نُ يَْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ  مَ لاَّ إِ  ءِ اسَ النِّ  نَ مِ  تُ نَ صَ حْ مُ الْ وَ 

.  ةً ضَ يْ رِ فَ  نَّ ىُ رَ وْ جُ أُ  نَّ وىُ اتُ ئَ ف َ  نَّ هُ ن ْ مِ  وِ بِ  مْ تُ عْ ت َ مْ تَ ا اسْ مَ . فَ  يَْ حِ فِ سَ مُ  رَ ي ْ غَ  يَْ نِ صِ مُّّْ  مْ كُ لِ وَ مْ وا بَِ غُ ت َ ب ْ ت َ  نْ أَ 

  . امً يْ كِ ا حَ مً يْ لِ عَ  انَ كَ   اللهَ  نَّ . إِ  ةِ ضَ يْ رِ فَ الْ  دِ عْ ب َ  نْ مِ  وِ بِ  مْ تُ ي ْ ضَ رَ ا ت َ مَ يْ فِ  مْ كُ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لَا وَ 

“Dan diharamkan juga bagimu menikahi wanita yang telah 

bersuami, kecuali budak wanita (tawanan perang) yang kamu 

miliki atas perintah Allah. Dun halal bagimu, selain (wanita) itu, 

untuk mencoba nikahkanlah dia dengan hartamu dan janganlah 

kamu berzina. Akibat kenikinatan yang kumu peroleh dari mereka, 

kamu berhutang mahar kepada mereka, Tetapi tidak masalah jika 

setelah ditetapkan ternyata sebagian dari kamu telah memberi atas 

satu sama lain. Alluh benar-benar Maha Mengetuhui dan Maha 

Bijaksana.” QS. An-Nisa (ayat:24).
13

 

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat 

a) Pengertian  

Adat Jawa dalam mendefinisikan pernikahan yaitu hubungan 

cinta kasih yang tulus antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

biasanya terjadi karena sering berjumpa antara kedua belah pihak, baik 

disengaja maupun tidak. Dalam pepatah jawa dikatakan "trisno jalaran 

soko kulino" yang mempunyai arti kasih sayang itu tumbuh karena 

terbiasa atau kebiasaan. Pernikahan sendiri dalam hukum adat 

mempunyai definisi bahwa suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan 

                                                 
13

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemah, (Jakarta: Duta Surya, 2012). 
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sebagai suami istri yang tiada lain bertujuan untuk mendapatkan 

keturunan yang baik yang shalih atau shaihah serta membina 

kehidupan rumah tangga yang rukun dan barokah rezekinya.  

Pernikahan yaitu suatu peristiwa yang sangat mulia dalam 

kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya 

menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai bakal mempelai saja, 

namun juga orangtua kedua belah pihak, sudara-saudara dari 

keduanya, bahkan keluarga dari keduanya.
14

 

Menurut masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya sekedar 

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan 

suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia dan sejahtera 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun adanya pernikahan 

tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan 

menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau 

ibu atau garis orang tua. Dengan adanya silsilah, menggambarkan 

kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer 

dan asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.
15

 

b) Tujuan dan Asas Pernikahan 

a. Memperoleh Ketenangan 

                                                 
14

 Soerojo Wignjoedipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta:iPT. Toko Gunung 

Agung, 1995), 122.   
15

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, 70. 
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Tujuan dari pernikahan yang tidak kalah penting adalah 

keondisi jasmani dan rohani serta pola pikir seseorangMakan 

mengalami perubahan ketika melewati usia baligh. Kondisi 

tersebut memunculkan kebutuhannterhadap pernikahan.nPada fase 

ini, secara tidak langsung seseorang akan terpenuhi  

kebutuhannalamiahnya. 

b. Saling Mengisi 

Ketika memasuki masa baligh, para perjaka dan para gadis 

pasti merasakan adanya kekurangan seperti mulai adanya perasaan 

ingin saling mengisi satu sama lain. Kemudian pernikahan menjadi 

faktor pengaruh sangat penting dan sangat besar terhadap perilaku 

seseorang. Sejak itulah dimulainya fase kematangan dan 

kesempurnaan yang saling menutupi ketidakharmonisan dalam 

beraktifitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak akan 

muncul rasa merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama 

lain). 

c. Memelihara Agama 

Dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu, tidak sedikit 

anak muda yang kehilangan akidahnya serta keimanan dan 

kemudian terjerumus ke lubang dosa. Hal seperti ini sangat jelas 

manfaat pernikahan yaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan 

dosa yang berbahaya dan mematikan. 
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d. Kelangsungan Keturunan 

Allah SWT memberikan karunia berupa keinginanndalam 

setiap insan untuk memiliki buah hati, agarnketurunan 

dalamnkelurganya tetap terjaga daniterus berlangsung.
16

 

Asas-asasnpernikahan menurut hukumiadat diantaranya:  

a. Pernikahan mempunyai tujuan membentuk sebuah keluarga baru 

dan membentuk hubungan kekerabatan yang rukun, damai dan 

bahagia. 

b. Pernikahan tidak hanya dikatakan sah menurut agama atau secara 

hukum, namun juga harus mendapat pengakuan dari para anggota 

kerabat. 

c. Pernikahannharus didasari atasnpersetujuan anggotaikeluarga dan 

kerabat. Masyarakatnadat berwenang menolak kedudukannsuami 

atau istriiyang tidak diakuiimasyarakat adat. 

d. Pernikahan dapat dilakukaniolehnseseorang pria dengannbeberapa 

wanita, sebagai istri kedudukannyaimasing-masing ditentukan 

menurutihukum adat tempat tersebut. 

e. Pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

dibawahiumur atau masihianak-anak. Begitu juga walaupun sudah 

cukup umur pernikahan harus berdasar izin orang tua/keluargaiidan 

kerabat dari kedua belah pihak. 
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f. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu perceraian yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dengan melihat permasalahan apa 

yang telah terjadi. Perceraian dapat berdampak fatal yaitu 

terpecahnya kekerabatan antara kerabat dari suami dan kerabat dari 

istri. 

g. Keseimbanganmkedudukan antara suamimdan istrimberdasarkan 

ketentuanehukum adat yangaberlaku,nada istri yang berkedudukan 

sebagai ibunrumah tangga dan ada istri yang berkarir.
17

 

C. ‘Urf (Adat) 

a. Kajian Tentang ‘Urf 

„Urf adalah kebiasaan, dan kebiasaan tidak asing lagi di telinga 

masyarakat, yaitu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat baikiberupa 

perkataanfmaupun perbuatan.iSebagian ulama ushul fiqih mengatakan, 

„urf disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada 

perbedaan antaran‟urf dengan adat,mkarena pandangan masyarakat 

sendiri menganggap samping telah dikenal juga seakan telah menjadi 

hukum tertulis, sehingga apabila ada orang yangnnmelanggarnya 

otomatis akan mendapatkan sanksi.  

Dilihat dari garis besar seakan ada persamaan antara ijma 

dengan „urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara 

kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Namun pada 
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kenyataannya terdapat perbedaan, dan perbedaannya yaitu ijma yaitu 

suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Oleh 

karenanya para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, 

kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan „urf ialah suatu 

peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, kemudian seseorang atau 

beberapananggotaimasyarakat sepakat dan melakukaknya. Hal tersebut 

dipandang baik juga oleh masyarakat yang lain, sehingga mereka ikut 

mengerjakan pula.MLama kelamaankmereka terbiasa mengerjakannya 

sehingga tercipta hukummtidak tertulis yang telah berlakumdiantara 

mereka. Dalam ijma,nmasyarakat melaksanakanisuatu pendapatikarena 

para mujtahidutelahnmenyepakatinya dan memberikan keputusannya, 

sedang padan‟urf, masyarakat mengerjakan karena mereka telah 

terbiasa mengerjakannyaddandmemandangnya itu hal baik. 

Kemudian „urf terbagi atas beberapa bagian.nJika kita lihat dari 

segi sifatnya „urf terbagai menjadi: 

1. „Urf Lafdzi 

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu 

menggunakan kata-kata tertentu, sehingga maknamitulah yang 

dipahami dannterlintas dalam pikiran masyarakat.nMisalnya: kata 

Aqua yang berarti air putih yang terdapat dalam botol aqua, 

padahal tidak semua botol air putih bermerk aqua.  

2. „Urf Amali 
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Yaitu „urf yang berhubungan dengan perbuatan, biasanya 

mu‟amalahnnkeperdataan, seperti kegiatan jual belinndalam 

masyarakat tanpa mengucapakan shighat akadnjual beli. Padahal 

menurutnsyara‟ shighat jual belinitunmerupakan salah satunrukun 

jual beli. Namun karena telah menjadiikebiasaan dalamimasyarakat 

tanpa menggunakan shighatijual beli dan tidakiterjadi hal-haliyang 

tidak diinginkan, makaisyara‟ membolehkanya. 

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf, terbagi atas: 

1. „Urf Shahih 

Yaitu kebiasaan masyarakat yang tidakMbertentangan 

dengan Al-Qur'an atau hadits.nSelain itu juga tidak berpengaruh 

pada kemaslahatan merekamdan tidak juga membawa kerugian 

(madharat) kepada mereka. Sepemikiran dengan pendapat tersebut, 

dikatakan bahwa „urf shahih tidaknmenghalalkan yang haram atau 

bahkan membatalkaniyang wajib. 

2. „Urf Fasid 

Yaitu kebiasaaniyang tidak dapat diterima karena dianggap 

tidak baik, karena bertentanganndengan syara‟. Misalnya kebiasan 

mengadakan sesajian (sajen) untuk sebuah patung atauntempat 

yang dipandang keramat.nHal seperti inilah yang tidak dapat 

diterima, karena jelas berlawanannidengan ajaran tauhid yang 

diajarkan agama Islam. 
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Ditinjau dari ruang lingkupiberlakunya, „urfjterbagi atas: 

1. „Urf Aam 

Yaitu kebiasaan yangiberlaku pada suatuitempat, waktu dan 

keadaan,mseperti memberikan hadiah kepada orang yangmtelah 

memberi jasanyaikepada kita, mengucap terima kasih kepada orang 

yang telahnmembantu kita dan lain sebagainya.mTerkecualikan 

memberi hadiahndisini baginorang-orang yang memang menjadi 

tugas kewajibannya memberikan jasaidan untuk pemberian jasa itu, 

dia telah memperolehnnimbalan jasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yangnada, seperti relevansi penguasanatau 

pejabatmdan karyawannya dalam urusan yang menjadi tugas 

kewajibanya denganirakyat atau masyarakatiyangidilayani. 

2. „Urf Khash 

Yaitu kebiasaannyang berlaku hanya pada tempat, waktu 

atau keadaan tertent. Seperti halnya mengadakanihalal bihalal bagi 

orang Islam Indonesia yang biasa dilakukan setiap selesai 

menunaikannibadah puasa bulan Ramadhan,jsedang pada negara-

negara Islamilain bukan menjadi kebiasaan.
18

 

b. Kehujjahan ‘Urf 

Sebgaian besar ulama‟ ushul fiqih sepakat bahwa „urf shahih 

baik yang menyangkut „urf lafzhi, urf „amali maupun menyangkut „urf 
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aam dan „urf khash, dapat dijadikan huijah dalam menetapkan hukum 

syara‟. Pendapat Imam al-Qarafi (ahli fiqih Maliki) yang dikutip oleh 

Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam 

menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasan yang 

berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan 

itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang 

menyangkut masalah tersebut.nDengannmengutip pendapatnImamnal- 

Syatibii(ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh 

Hanbali) Nasrun Haroen jugammengatakan bahwa seluruhmulama‟ 

mazhab menerima dannmenjadikan „urfnsebagai dalil syara dalam 

menetapkannhukum apabilantidak adannash yang menjelaskan hukum 

masalahnyang sedang dihadapi.
19

nMisalnya,nseseorangnmenggunakan 

jasa toiletnumum dengan harga yang telah ditentukan, padahal lama 

atau bentarnya di dalam kamarimandi juga berapa liter jumlah air yang 

terpakaintidak jelas. Kalo ditentukan dengan hukum syari‟at Islam 

dalam satu akad, kedua haliini harusijelas. Namun, perbuatan seperti 

itu telah terbiasa berjalan di masyarakat, sehingga seluruh ulama‟ 

mazhab menganggapnakad ini sah. Dengan landasan mereka adalah 

adat perbuatan yang berlaku.  

Adapun kehujjahan „urf sebagai dalil syara', didasarkan atas 

argumen-argumen berikut ini. 
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a. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf (7): 199
20

 

 ضْ عَنِ الَْْهِلِيَْ خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِِلْعُرْفِ وَأعَْرِ 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. 

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintah kaum 

muslimin untuk mengerjakan yang ma‟af. Sedangkan yang disebut 

sebagai ma'ruf itunsendiri ialah, yang dinilainoleh kaumnmuslimin 

sebagainnnkebaikan,nnndikerjakan berulang-ulang,nnndan tidak 

bertentangannndengan wataknnmanusia yang benar, dannnyang 

dibimbing oleh prinsip-prinsipnumum ajaran Islam. 

b. Ucapan sahabatiRasulullah SAW 

سْلِمُوْنَ سيئا فَ هُوَ عِنْدَ اِلله سيئ 
ُ
سْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اِلله حَسَن  ومَارَآهُ الم

ُ
 مَارَآهُ الم

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi 

Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi 

Allah”. 

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra diatas, baik dari segi 

redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-

kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang 

sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga 

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal 

yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh 
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masyarkat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam 

kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah S WT 

berfirman pada surah al-Maidah (5): 6:
21

 

 نَ وْ رُ كُ شْ تَ  مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ يْ لَ عَ  وُ تَ مَ عْ نِ  مَّ تِ يُ لِ وَ  مْ كُ رَ هِّ طَ يُ لِ  دُ يْ رِ يُ  نْ كِ لَ وَ  جٍ رَ حَ  نْ مِّ  مْ كُ يْ لَ عَ  لَ عَ جْ يَ لِ  اللهُ  دُ يْ رِ ا يُ مَ 

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur”.
22

 

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „urf diatas sebagai dalil 

hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah 

merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al- „urf, antara 

lain, berbunyi: 

 الَعَادَةُ مَُّكَّمَة  

1. Adatikebiasaaniituidapat menjadiihukum 

 المعر و فُ عرفا  كالمشروط شرطاً 

2. Sesuatumyang baik yangnmenjadi „urfnsama kedudukannya 

denganisesuatu yang disyaratkaniuntuk menjadi syarat.i 

 الثابت بِلعرف كالثابت بِلنص

3. Sesuatu yangiditetapkan melaluim‟urf samandengan sesuatu 

yangiditetapkan melaluiinash. 
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اِلََزْمنة والََمْكِنَةِ   لايَُ نْكَرُ تَ غَي ُّ رُ  الُْْكْمِ بتَِ غَيُُّّ

4.  Tidakudiingkari,jperubahan hukum disebabkan oleh perubahan 

zamanidan tempat.
23

i 

Pendapat Muhammad Abu Zahrah bahwa „urf atau adat 

merupakan sumberuhukum yang diambiluoleh mazhab Hanafiidan 

Maliki. Dan sesungguhnyauperbedaan diantara paraufuqaha‟ yaitu 

perbedaan tempat dimanaimereka tinggal. 

Dariuberbagaiukasus adat yang dijumpai,npara ulama ushul 

fiqihnmerumuskan kaidah kaidah fiqihnyang berkaitanndengan 

adat, diantaranya adalah: 

 الَعَادَةُ مَُّكَّمَة  مالَْ  يخالف النّ صّ 

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan 

dengan nash” 

Diawali darimbeberapa paparanmyang berkaitan dengan 

permasalahanm‟urf atau adat di atas, maka dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa „urf atau adat dapat dipakai menjadi sebuah 

landasan hukum jika memenuhi beberapaisyarat, yaitu: 

1. „Urfnataumadat tersebut memiliki kemaslahatanmdan dapat 

diterima oleh akal sehat.nSyarat ini telahimerupakan kelaziman 
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bagimadat atau „urf yang sahih,msebagai persyaratannuntuk 

diterimaisecara umum. 

2. Keberadaan „urf atau adat tersebutmsudah melekat dalam 

masyarakatmsetempat. Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan 

bahwaisesungguhnya adatiyang diperhitungkaniitu adalah yang 

berlakunsecara umum,nsehingga apabila adat tersebut masih 

kacau,imaka tidak perlu diperhitungkan lagi.
24

 Sesuaijkaidah: 

 إِنَََّ ا تُ عْتَ بَ رُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّ رَدَتْ فإَِنْ   لََْ يطَّردْ  فَلَ 

 “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang 

berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan 

diperhitungkan” 

3. Adat tidakuberlawanan dannmelalaikan dalil syara‟uyang ada 

atau berlawanan denganiprinsipyyang pasti.i 

Maksud dari adat yang terus-menerus berlaku yaitu 

kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya 

apabilamada kebiasaan itu hanyamsekali-kali terjadi dan tidak 

berlakunsecara umum maka tidak dianggap kebiasaan yang bisa 

dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah seperti ini adalahitermasuk 

dalam kategori syaratidari pada adat,iyaitu terus menerus dilakukan 

danibersifat umum (keberlakuaanya).i 
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Adat bisa menjadi salah satuidalil dalam penerapan hukum 

syara jika memenuhijsyaratjsebagai berikut. 

1) Digunakan secara umum,nnbaik berupa perkataan maupun 

perbuatan.nDigunakan juga terhadap seluruh kasus yang terjadi 

di masyarakat dan dianutioleh seluruhimasyarakat.i 

2) „Urf telah melekat di masyarakat ketika munculnyaipersoalan 

yangiakan ditetapkanihukumnya. 

3) „Urf tidak berlawanan dengan yangndiungkapkan secaranjelas 

dalam suatuiakad (transaksi).i 

4) „Urf Tidakmbertentanganmdengan nash yangnmenyebabkan 

hukumidi dalam nash tersebut tidakidapat diterapkan.
25

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwan‟urf atau adat itu 

digunakanmsebagai landasanndalam menetapkan hukum. Akan 

tetapi penerimaan ulamanatas adat itunbukanlah semata-matania 

bernamanadat ataun‟urf. „Urf atau adat itunbukanlah dalil yang 

berdirinsendiri. „Urf atau adat telah menjadi dalil karena ada yang 

mendukungiatau ada tempat sandarannya,ibaik dalam bentukiijma‟ 

atau maslahat.nAdat yang berlakundikalangan masyarakat berarti 

telah diterimansecara langsung danntelah terjadi ijmanwalaupun 

dalam bentuk ijma‟ sukuti.n  

D. Hifz ad-Din 
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Selain berbicara mengenai „urf dalam ushul fiqih terdapat lima 

pokok yang diutamakan, salah satunya adalah hifz ad-din yang berarti 

menjaga atau melindungi agama. Poin ini dapat membawa umat manusia 

pada kemaslahatan agama yang sesungguhnya. Dalam keternagan lain 

menjelaskan bahwa hifz ad-din bisa menjadi tujuan utama untuk 

mewujudkan hak Allah SWT. Umat Muslim wajib berjihad di jalan Allah 

dan diharamkan untuk murtad (keluar dari agama Islam). 

Hifz ad-din dapat menjadi fondasi keagamaan yang kokoh bagi 

seseorang. Itu mengapa hifz ad-din lebih diutamakan daripada lainnya. 

Tanpanya, umat Muslim akan tersesat di jalan yang tidak diridhai Allah 

SWT.  

Hifz ad-din merupakan unsur pokok dalam pembahasan ushul 

fiqih, khususnya pada maqashid syariah. Unsur ini tergolong daruriyat, 

artinya merupakan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. 

Secara bahasa, hifz ad-din artinya menjaga agama, melindungi 

agama, dan bentuk kemaslahatan agama. Dijelaskan dalam buku 

Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Karmawan, 

dkk., Islam melindungi dan menjamin kebebasan tiap individu untuk 

memilih dan memeluk agama. Namun, umat Muslim berkewajiban untuk 

menyembah Allah SWT dan berjihad di jalan-Nya. Hifz ad-din adalah 

tujuan utama untuk mewujudkan hak Allah SWT sebagai Tuhan yang 

berhak disembah.  

https://kumparan.com/topic/agama
https://kumparan.com/topic/muslim
https://kumparan.com/topic/islam
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Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 

56: 
26

 

 نِ وْ دُ بُ عْ ي َ  لِ لاَّ إِ  سَ نْ الِْ وَ  نَّ الِْْ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ 

“Dan aku tidak menciptakan jinn dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” 

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah SWT juga 

berfirman:
27

  

َ ب َ ت َ  دْ . قَ  نِ يْ  الدِّ فِِ  اهَ رَ كْ  إِ لَا   ةِ وَ رْ عُ لْ بِِ  كَ سَ مْ تَ اسْ  دِ قَ ف َ  للِ بِِ  نْ مِ ؤْ ي ُ وَ  تِ وْ غُ لطَّ بِِ  رْ فُ كْ يَ  نْ مَ . فَ  ىِّ غَ الْ  نَ مِ  دُ شْ الرُ  يَّ

   . م  يْ لِ عَ  ع  يْ سَِ  اللهُ . وَ  اَ لَ  امَ صَ فِ  انْ ى لَا قَ ث ْ وُ الْ 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” 

Hifz ad-din menjadi poin yang penting dalam maqashid syariah. 

Umat Muslim perlu memaknainnya dengan benar agar tidak keliru dalam 

menjalankan syariat Islam.  

Begitu juga dalam melaksanakan kegiatan adat tarub agung, 

dengan berpegang teguh pada Hifz ad-din, pastinya kegiatan pemasangan 

tarub agung ini hanyalah sebagai bentuk melestarikan budaya saja, bukan 

menjadi sebuah ibadah atau keyakinan dalam keimanan. Dengan begitu 

kegiatan boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari Al Qur‟an dan 

Hadits.  
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